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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kesimulan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah, 

sebagai berikut. 

1. Penerapan sanksi terhadap delik perzinahan berdasarkan nilai-nilai 

kearifan lokal pada masyarakat hukum adat Maybrat di kabupaten 

Maybrat prosesnya hampir  sama dengan suku di daerah lain pada 

umumnya seperti denda adat dan sanksi sosial dari masyarakat adat 

setempat. Sanksi ditentukan oleh korban namun harus di dalam proses 

peradilan adat dengan menghadirkan masing-masing pihak dan kepala 

suku Kepala Suku (Rae ro bobot) atau tua-tua (rae ro yabi) untuk 

memutuskan sanksi yang akan dikenakan kepada pelaku delik 

perzinahan dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti latar 

belakang dan kesanggupan dari pelaku berserta keluarganya. 

2. Penerapan sanksi terhadap delik perzinahan berdasarkan nilai-nilai 

kearifan lokal pada masyarakat hukum adat Maybrat di Kabupaten 

Maybrat sudah memberikan rasa keadilan masyarakat Hukum adat 

Maybrat kabupaten Maybrat dibandingkan sanksi menurut hukum 

positif. Hal ini karena belum pernah ada kasus yang dapat diselesaikan 

mengunakan hukum positif, diselesaikan menggunakan peradilan adat. 

Hal ini juga disebabkan karena ada aturan hukum yang masih 

menghormati dan melindungi kesatuan masyarakat hukum adat berserta 
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hak-haknya yaitu dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 BAB VI, 

Pasal 18B ayat (2) lebih khusus lagi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2001 tentang Otonomi Khusus Khusus Bagi Provinsi Papua yang 

selanjutnya diimplementasikan dalam Peraturan Daerah Khusus Papua 

Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua Pasal 1 angka 

18, Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (2),  Pasal 16 ayat (3). 

B. Saran  

Saran penulis dari penulis berdasarkan penelitian ini adalah bahwa 

penerapan sanksi terhadap delik perzinahan berdasarkan nilai-nilai kearifan 

lokal pada masyarakat hukum adat Maybrat di kabupaten Maybrat dapat 

memberikan keadilan apabila ada beberapa ketentuan dalam hukum adat yang 

dapat dibuat secara tertulis seperti struktur organisasi adat, proses peradilan 

adat, dan hal-hal penting lain tentang kebudayaan dan nilai-nilai kearifan 

lokal adat di masyarakat hukum suku Maybrat meskipun tidak secara resmi. 

Tujuannya agar mempermudah orang untuk mempelajari juga sebagai 

patokan dan acuan agar apabila terjadi kasus yang sama kepala suku (Rae ro 

bobot) atau tua-tua/tokoh adat (Rae ro yabi) dapat membandingkan dengan 

kasus yang akan diselesaikan nanti dengan yang terdahulu sehingga dapat 

memberikan keadilan sosial bagi masyarakat hukum adat setempat sesuai 

dengan keadilan yang berdasarkan pancasila. 
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